
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah yang 
menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku 
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan paling lama Tahun 
2022; 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR \

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

Mengingat 

Menimbang 

108 TAHUN 2021
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan un tuk Penanganan Pan demi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan/ a tau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pem bangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam 
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- 
Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Kota adalah Kota Makassar. 
3. Walikota adalah Walikota Makassar. 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
Instansi Pemerintah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretaria 
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab 
kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 

11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 
penginterpretasian atas hasilnya . 

12. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah 
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemeritah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala ben tuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Daerah. 

AKUNTANSI SI STEM 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PEMERINTAH DAERAH. 

Menetapkan 
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. 17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, 
dan juga sebagai SKPD. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD. 

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dar ketentuan Pengelolaan Keuangan 
Daerah pada umumnya. 

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi SKPD. 

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahkan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

28. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

29. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan . 

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
hen tuk barang/ jasa. 

31. Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran 
yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

32. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 

33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 
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·35. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih. 

36. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

37. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

38. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran. 

41. Pinjarnan Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima 
sejumlah uang a tau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

43. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

44. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

46. Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai persediaan untuk mendanai kegiatan. 

47. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan Lainnya yang sah. 

48. Buku jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat 
dan mengklasifikasikan data transaksi keuangan yang berfungsi sebagai arsip 
transaksi. 

49. Buku Besar adalah Buku yang digunakan untuk mengelompokkan (posting) data 
transaksi keuangan dari buku jurnal yang berfungsi sebagai arsip permanen. 

50. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan; yang masing- 
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

51. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP SAL 
adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos 
sebelumnya. 

52. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan satuan 
kerja dan Pemerintah Daerah pada satu tanggal tertentu. 

53. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menggambarkan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban akibat terjadinya 
kesepakatan atau penetapan secara sah. Penyajian laporan operasional yatu 
pendapatan dari kegiatan operasioanl, beban dari kegiatan operasional, 
surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO. 

54. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan 
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. 



7 

PasalS 
Sistem Akuntansi pada SKPD dan/ a tau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan BLUD diatur dengan peraturan tersendiri. 

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal4 
(1) Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Makassar terdiri dari: 

a. sistem akuntansi pendapatan-LO; 
b. sistem akuntansi pendapatan-LRA; 
c. sistem akuntansi beban; 
d. sistem akuntansi belanja; 
e. sistem akuntansi transfer; 
f. sistem akuntansi pembiayaan; 
g. sistem akuntansi kas dan setara kas; 
h. sistem akuntansi piutang; 
i. sistem akuntansi persediaan; 
j. sistem akuntansi investasi; 
k. sistem akuntansi aset tetap; 
1. sistem akuntansi aset lainnya; 
m. sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud; 
n. sistem akuntansi kewajiban; 
o. sistem akuntansi koreksi kesalahan; dan 
p. penyusunan laporan keuangan. 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasal3 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk: 
a. memberikan pedoman untuk pencatatan seluruh transaksi pada SKPD dan 

SKPKD; 
b. mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menghasilkan laporan 

keuangan konsolidasi yang lengkap dan akurat secara tepat waktu; dan 
c. menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal2 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan sistem akuntansi bagi SKPD dan SKPKD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

·55. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas 
awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung 
menambah/ mengurangi sekuitas yang berasal dari dampak komulatif yang 
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koteksi kesalahan mendasar 
dan ekuitas akhir. 

56. Catatan atas laporan keuangan adalah merupakan hal-hal yang mengungkapkan 
catatan atas laporan keuangan yang disajikan setiap pos dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

WALIKOTA MAKASSAR

M ANSAR 

A MAKASSAR, 

Diundangkan 
pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kota Makassar (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

SAS IV 
KETENTUAN PENUTUP 

TTD

TTD

110

31 Desember 2021

31 Desember 2021
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Lanjutan ..... 

• 

BAB I SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN - LO 

BAB II SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA 

BAB III SISTEM AKUNTANSI BEBAN 

BAB IV SISTEM AKUNTANSI BELANJA 

BAB V SISTEM AKUNTANSI TRANSFER 

BAB VI SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

BAB VII SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

BAB VIII SISTEM AKUNTANSI PIUTANG 

BAB IX SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 

BAB X SISTEM AKUNTANSI INVESTASI 

BAB XI SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP 

BAB XII SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 

·' BAB XIII SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET 

TIDAK BERWUJUD 

BAB XIV SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 

BAB XV SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN 

BAB XVI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

• 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG . 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

.. 
. . 

.· ... ' . r JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 

108 TAHUN 2021


